Menimbang

Mengingat

BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG
SISTEM PENERIMAAN MURID BARU

PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR,

DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan

mutu pendidikan di Kabupaten Wonogiri, penerimaan
Murid baru harus dilaksanakan secara non diskriminatif,

objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan;

. bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 10 Tahun 2024

tentang Penerimaan Murid Baru pada Taman Kanak-
kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan

dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Penerimaan Murid Baru pada
Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah

Menengah Pertama;

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan  Nasional (Lembaran Negara Republik




Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana
telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang Undang Hukum Pidana (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 No 1, tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang

Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864); sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 121, tambahan lembaran negara republik

Indonesia nomor 6793);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2013 Nomor  1382)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Dan Menengah

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Sistem
Penerimaan Murid Baru (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2025 Nomor 134);

10. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, Dan

Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 071/H/M/2024
Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pembentukan
Rombongan Belajar Pada Pendidikan Anak Usia Dini,
Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan

Menengah;



Menetapkan

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 22 Tahun

2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor
155);

12. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita
Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 Nomor 60)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 70 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri (Berita

Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2022 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM PENERIMAAN
MURID BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.

2. Bupati adalah Bupati Wonogiri.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya

disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Wonogiri.
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11

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Wonogiri.

Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK
adalah salah salah satu bentuk Satuan Pendidikan anak
usia pada jalur pendidikan formal yang
menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia
4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, adalah
salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang
menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang
pendidikan dasar.

Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI
adalah jenjang dasar pada pendidikan formal, setara
dengan SD, yang pengelolaannya dilakukan
oleh Kementerian Agama.

Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat
SMP, adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan
formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada
jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI,
atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil
belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,
nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis
pendidikan.

Aplikasi Data Pokok Pendidikan, yang selanjutnya
disebut Aplikasi Dapodik adalah suatu aplikasi
pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan
Dasar dan Menengah yang digunakan untuk
mengumpulkan dan memeriksa data Satuan Pendidikan,
Murid, pendidik dan tenaga kependidikan, sumber daya
pendidikan, substansi pendidikan, dan capaian

pendidikan yang diperbaharui secara daring.

12. Sistem Penerimaan Murid Baru, yang selanjutnya

disingkat SPMB adalah keseluruhan rangkaian



disingkat SPMB adalah  keseluruhan rangkaian
komponen penerimaan Murid baru pada TK, SD, dan
SMP.

13. Murid adalah anggota masyarakat yang berusaha
mengembangkan potensi diri melalui proses
pembelajaran yang tersedia pada jalur pendidikan formal
meliputi TK, SD, dan SMP.

14. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel
adalah kelompok Murid yang terdaftar pada satuan kelas
dalam satu Satuan Pendidikan .

15. Daya Tampung adalah jumlah Murid maksimal pada
masing-masing Satuan Pendidikan sesuai dengan
kondisi sarana prasarana, sumber daya yang dimiliki,
serta asas perluasan akses.

16. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang nama,
susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas
anggota keluarga.

17. Jalur Domisili adalah jalur dalam penerimaan Murid baru
yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berdomisili di
dalam wilayah penerimaan Murid baru yang ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah.

18. Jalur Afirmasi adalah jalur dalam penerimaan Murid
baru yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berasal
dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon Murid
penyandang disabilitas.

19. Jalur Prestasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru
yang diperuntukkan bagi calon Murid yang memiliki
prestasi di bidang akademik dan/atau nonakademik.

20. Jalur Mutasi adalah jalur dalam penerimaan Murid baru
yang diperuntukkan bagi calon Murid yang berpindah
domisili karena perpindahan tugas dari orang tua/wali
dan bagi anak guru yang mendaftar di Satuan Pendidikan

tempat orang tua mengajar.



Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, Prinsip Dan Ruang Lingkup
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

a memberikan pedoman bagi panitia penyelenggara SPMB
pada TK, SD, dan SMP untuk melaksanakan SPMB sesuai
ketentuan yang telah ditetapkan; dan

b. memberikan panduan bagi calon Murid baru, orang
tua/wali Murid, dan masyarakat dalam SPMB pada TK,
SD, dan SMP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk

menjamin terlaksananya SPMB dengan lancar, objektif,

akuntabel, transparan, tidak diskriminasi dan berkeadilan,
guna meningkatkan akses layanan pendidikan dan

peningkatan mutu pendidikan di Daerah.

Pasal 4
(1) SPMB dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. objektif;
b. transparan;
c. akuntabel,;
d. berkeadilan; dan
e. tanpa diskriminasi.
(2) Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk
melayani Murid dari kelompok gender atau agama

tertentu dapat menerapkan ketentuan khusus.

Pasal 5
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. penyelenggaraan,;

=

pendaftaran;

seleksi;

a o

daya tampung;

L

penetapan, pengumuman hasil, dan daftar ulang;

s

mutasi Murid;

pelaporan;

5 0

pengawasan dan pembinaan; dan

sanksi.

o



BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6

(1) SPMB diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan
pada jenjang TK, SD, dan SMP dalam rangka
pelaksanaan manajemen berbasis Satuan Pendidikan .

(2) Koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan,
mengkoordinir pelaksanaan SPMB jenjang TK dan SD di
tingkat kecamatan.

(3) Koordinator wilayah bidang pendidikan kecamatan,
pengawas TK dan penilik mendata anak usia 5 (lima) -6
(enam) tahun dan mendorong orang tua/ wali agar anak
tersebut masuk di TK.

(4) Pengawas Satuan Pendidikan memantau pelaksanaan
SPMB di wilayah binaan masing-masing.

(5) Dinas mengkoordinir penyelenggaraan SPMB jenjang TK,
SD, dan SMP pada tingkat kabupaten.

Pasal 7
(1) Untuk kelancaran pelaksanaan SPMB, dibentuk panitia
di tingkat kabupaten dan panitia tingkat Satuan
Pendidikan .
(2) Panitia tingkat kabupaten dibentuk dan ditetapkan oleh
Bupati, panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk dan
ditetapkan oleh kepala Satuan Pendidikan .

Bagian Kedua

Pembiayaan

Pasal 8
(1) Biaya penyelenggaraan SPMB pada Satuan Pendidikan
dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran
Satuan Pendidikan (RKAS) masing-masing Satuan
Pendidikan pada mata anggaran yang relevan.

(2) Satuan Pendidikan TK Negeri, SD Negeri dan SMP Negeri

B



tidak boleh memungut biaya pelaksanaan SPMB kepada

calon Murid.

(3) Satuan Pendidikan TK Swasta, SD Swasta dan SMP

Swasta peserta program Sekolah gratis atau pengelolaan
pendidikan di Kabupaten Wonogiri melalui dana
pendamping program pengelolaan pendidikan tidak boleh
memungut biaya pelaksanaan SPMB  kepada calon

Murid.

BAB III
PENDAFTARAN

Bagian Kesatu

Pengumuman Pendaftaran

Pasal 9

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru

kepada masyarakat dilaksanakan oleh Dinas, dan Satuan

Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pengumuman pendaftaran penerimaan calon Murid baru

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat informasi sebagai berikut:

a. persyaratan calon Murid baru sesuai dengan
jenjangnya;

b. tanggal pendaftaran;

c. jalur penerimaan Murid baru yang terdiri dari Jalur
Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur
Mutasi;

d. jumlah Daya Tampung;

€. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi
penerimaan Murid baru; dan

f. ketentuan  pendaftaran tidak dipungut biaya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan (3);

Pasal 10

Tempat informasi pengumuman SPMB meliputi:

a.

situs resmi Dinas dan/ atau




b. papan pengumuman, web, atau situs resmi Satuan
Pendidikan penyelenggara SPMB.
Bagian Kedua
Waktu Pelaksanaan
Pasal 11
(1) SPMB dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

No TAHAPAN WAKTU

\ | o ) | April s/d awal
\ 15 ‘ sosialisasi, deklarasi ‘

Juni

|
' Pelaksanaan :

pendaftaran, seleksi, _ .

2. Juni s/d awal |
penetapan, pengumuman, masa ok |

uli 1

| sanggah, dan daftar ulang

| hari pertama masuk Satuan | _
3. | o | Juli
| Pendidikan

(2) Jadwal pelaksanaan SPMB ditetapkan oleh Kepala Dinas

Bagian Ketiga

Jalur Pendaftaran

Paragraf 1

Umum

Pasal 12
(1) Pendaftaran SPMB dilaksanakan melalui jalur:
a. Jalur Domisili;
b. Jalur Afirmasi;
c. Jalur Prestasi; dan
d. Jalur Mutasi.
(2) Presentase Jalur Domisili sebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a sebesar:
a. TK dan SD sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen);
dan
b. SMP sebanyak 40% (empat puluh persen);

dari daya tampung Satuan Pendidikan.
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(3)

(4)

(5

(6)

(7)

8)

(1)

(3)

(4)

Presentase Jalur Afirmasi sebagimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b sebesar 20% (dua puluh persen) dari
daya tampung Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP.
Presentase Jalur Prestasi sebagimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari
daya tampung Satuan Pendidikan SMP.

Presentase Jalur Mutasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d sebesar 5% (lima persen) dari daya
tampung Satuan Pendidikan TK, SD, dan SMP

Dalam hal terdapat sisa Daya Tampung dari jalur
penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a,b, dan d, dapat ditambahkan pada huruf c.

Calon Murid baru hanya dapat memilih 1 (satu) jalur
pendaftaran SPMB.

Ketentuan  mengenai  jalur  pendaftaran SPMB

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan

untuk:
a Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh
masyarakat;

b. Satuan Pendidikan berasrama; dan

¢. Murid inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

Paragraf 2

Jalur Domisili

Pasal 13
SPMB melalui Jalur Domisili diperuntukkan bagi Murid
baru yang berdomisili di dalam satu Rukun Tangga (RT)
dan Rukun Tangga (RT) yang berbatasan dengan alamat
Satuan Pendidikan.
Khusus calon Murid Baru Jalur Domisili, wajib
melampirkan atau mengunggah KK.
Dalam hal KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dimiliki oleh calon Murid Baru karena keadaan tertentu
seperti bencana alam dan/atau bencana sosial, maka
dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) diterbitkan oleh ketua Rukun Tetangga (RT) atau
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ketua Rukun Warga (RW) vyang dilegalisir oleh
lurah/kepala desa setempat, yang menerangkan bahwa
calon Murid baru yang bersangkutan telah berdomisili
paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal
pendaftaran SPMB.

(5) Ketentuan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berlaku juga untuk calon Murid baru yang berasal dari
pondok pesantren atau panti asuhan berdasar tempat
pondok pesantren atau panti asuhan.

(6) Penetapan wilayah Domisili SPMB ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas.

1
Paragraf 3

Jalur Prestasi

Pasal 14
(1) Jalur prestasi diperuntukkan bagi calon Murid Baru yang
memiliki prestasi akademik dan/ atau prestasi non
akademik.

(2) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berupa:

a. nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir; atau

b. prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi,
dan/atau bidang akademik lainnya.

(3) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berupa prestasi di bidang seni, budaya, bahasa,
olahraga, dan/atau bidang nonakademik lainnya.

(4) Selain menggunakan prestasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dapat ditambahkan hasil tes terstandar
yang diselenggarakan oleh pemerintah atau Pemerintah
Daerah.

Paragraf 4

Jalur Afirmasi

Pasal 15
(1) Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon Murid Baru yang
berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan

penyandang disabilitas.
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(2) Murid baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak
mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan
dengan bukti keikutsertaan calon Murid Baru dalam
program penanganan keluarga tidak mampu dari
pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah antara lain:

a. Kartu Indonesia Pintar (KIP);

b. Program Keluarga Harapan (PKH);

c. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

d. Kartu Perlindungan Sosial (KPS);

e. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan/atau
f. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)

dan/ atau sejenisnya.

(3) Bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga
tidak mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah
Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib
dilengkapi dengan surat pernyataan dari orang tua/wali
calon Murid baru yang menyatakan bersedia diproses
secara hukum apabila terbukti memalsukan bukti
keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak
mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah.

(4) Persyaratan khusus pada Jalur Afirmasi bagi calon Murid
penyandang disabilitas harus memiliki:

a Surat keterangan penyandang disabilitas yang
dikeluarkan oleh instansi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang sosial; atau

b. surat keterangan dari dokter atau dokter spesialis.

(5) Calon Murid Baru yang masuk melalui jalur afirmasi

merupakan Murid Baru yang berdomisili di dalam

wilayah Daerah.

Paragraf 5
Jalur Mutasi Orang Tua/Wali

Pasal 16
(1) Mutasi orang tua/wali dibuktikan dengan surat
penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau

perusahaan yang mempekerjakan orang tua/ wali.

w B



(2)

(1)

(2)

Calon Murid baru yang masuk melalui mutasi orang
tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan calon Murid Baru dengan KK luar Daerah.

Daya Tampung mutasi orang tua/wali dapat digunakan
untuk anak guru dan tenaga kependidikan Satuan

Pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Sistem Pendaftaran SPMB

Pasal 17
SPMB dilaksanakan dengan sistem:
a. dalam jaringan (daring):
1. dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme
dalam jaringan (daring);
2.calon Murid baru mendaftarkan dan mengunggah
dokumen yang disyaratkan ke laman pendaftaran
SPMB yang telah ditentukan.
b. luar jaringan (luring):
l.dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka
SPMB dilaksanakan melalui mekanisme luar jaringan
(luring);
2.calon Murid baru mendaftar dan mengumpulkan
dokumen yang disyaratkan ke Satuan Pendidikan
yang dituju.
Sistem pendaftaran SPMB TK dan SD dilaksanakan
secara daring mandiri atau luring sesuai kondisi Satuan
Pendidikan.
Sistem pendaftaran SPMB SMP:
a. SPMB SMP Negeri dilaksanakan secara daring terpadu
dan/atau mandiri;
b. SMP Negeri yang memiliki hambatan jaringan internet
dapat melaksanakan SPMB secara luring;
c. SPMB SMP Swasta dapat menggabung pelaksanaan
SPMB daring terpadu, melaksanakan daring mandiri,

atau luring;
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d. pendaftaran secara daring terpadu dilaksanakan

dengan cara mengunggah dokumen ke laman SPMB
Dinas;

. pendaftaran secara daring mandiri dilaksanakan
dengan mengunggah dokumen ke laman Satuan
Pendidikan yang dituju; dan

. pendaftaran secara luring dilaksanakan dengan
menyerahkan dokumen Satuan Pendidikan yang

dituju.
Bagian Kelima
Tatacara Pendaftaran

Paragraf 1
Pendaftaran TK

Pasal 18

(1) Persyaratan calon Murid baru TK:

a. berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling

tinggi S (lima) tahun untuk kelompok A; dan

b. berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi

6 (enam) tahun untuk kelompok B.

(2) Dokumen administrasi SPMB TK yaitu:

a. akta kelahiran;

b. KK; dan

c. dokumen lain yang ditentukan Satuan Pendidikan

(formulir pendaftaran, biodata, pas photo).

(3) Cara pendaftaran SPMB TK:
a. SPMB daring:

Calon Murid baru mendaftar ke Satuan Pendidikan
yang dituju dan/atau mengirimkan dokumen
persyaratan melalui mekanisme daring diunggah ke
laman yang ditentukan Satuan Pendidikan .
. SPMB luring:

Calon Murid baru mendaftarkan ke Satuan Pendidikan

yang dituju dan mengirimkan/menyerahkan dokumen

tersebut ke Satuan Pendidikan .




Paragraf 2
Pendaftaran SD

Pasal 19

(1) Persyaratan calon Murid baru kelas 1 (satu) SD:

(2)

a.

persyaratan umum bagi calon Murid pada kelas 1
(satu) SD harus memenuhi ketentuan berusia 7 (tujuh)

tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan,;

.calon Murid berusia paling rendah 6 (enam) tahun

pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat mendaftar
SPMB kelas 1 (satu) SD;

. ketentuan usia paling rendah 6 (enam) tahun

sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat
dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6
(enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi
calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat

istimewa, dan kesiapan psikis;

.calon Murid berusia 7 (tujuh) tahun ke atas

diprioritaskan dalam penerimaan Murid baru pada

kelas 1 (satu) SD;

. tidak dipersyaratkan untuk mengikuti tes kemampuan

membaca, menulis, berhitung, dan/atau bentuk tes
lain;

calon Murid yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat
istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis

dari psikolog profesional; dan

. dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) tidak tersedia, rekomendasi dapat
dilakukan oleh dewan guru pada Satuan Pendidikan

yang bersangkutan.

Dokumen administrasi SPMB SD yaitu:

a.

akta kelahiran;

b. KK;

C.

dokumen lain yang ditentukan Satuan Pendidikan

(formulir pendaftaran, biodata, pas photo); dan

d.dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai jalur

pendaftaran.
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(3) Cara pendaftaran SPMB SD:
a. SPMB daring:

1. calon Murid mendaftarkan ke Satuan Pendidikan
yang dituju dan/atau mengirimkan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui
mekanisme daring dan diunggah ke laman yang
ditentukan Satuan Pendidikan; atau

2. Satuan Pendidikan asal (TK) dapat membantu
proses pendaftaran daring lulusannya sesuai Satuan

Pendidikan yang dituju calon Murid.
b. SPMB luring:
calon Murid mendaftarkan ke Satuan Pendidikan yang
dituju dan mengirimkan/menyerahkan dokumen

tersebut ke Satuan Pendidikan .

Paragraf 3
Pendaftaran SMP

Pasal 20
(1) Persyaratan calon Murid baru kelas 7 (tujuh) SMP:

a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal
1 Juli tahun berjalan; dan

b. memiliki ijjazah SD/sederajat atau dokumen lain yang
menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam)
SD/sederajat.

(2) Dokumen pendaftaran SPMB SMP jalur Domisili yaitu:
a.ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang
menjelaskan telah lulus dan menyelesaikan kelas 6
(enam) SD sederajat;

b. akta kelahiran;

c. KK bagi yang berdomisili dalam satu Rukun Tangga
(RT) dan Rukun Tangga (RT) yang berbatasan dengan
alamat Satuan Pendidikan yang dituju sesuai
penetapan;dan

d. dokumen lain yang ditentukan Satuan Pendidikan

(formulir pendaftaran, biodata, pas photo);

=5




(3) Dokumen pendaftaran SPMB SMP jalur Prestasi yaitu

(4)

(5)

a.ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang
menjelaskan telah lulus dan menyelesaikan kelas 6
(enam) SD sederajat;

b. akta kelahiran;

c. nilai rata-rata rapor SD kelas IV semester 1 (satu)
sampai kelas VI semester 1 (satu), dan /atau nilai ujian
dan piagam/sertifikat  hasil kejuaraan  atau
penghargaan di bidang akademik maupun non-
akademik (bila dimiliki); dan

d. dokumen lain yang ditentukan Satuan Pendidikan
(formulir pendaftaran, biodata, pas photo);

Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) yang diunggah saat mendaftar SPMB daring adalah:

a. calon Murid baru yang berdomisili dalam satu Rukun
Tetangga (RT) dan Rukun Tetangga (RT) yang
berbatasan dengan alamat Satuan Pendidikan yang
dituju mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat
(2) dan huruf c; dan

b. calon Murid baru yang Satuan Pendidikan asalnya
dari luar Daerah mengunggah dokumen sebagaimana
pada ayat (3) huruf c.

Dokumen pendaftaran SPMB SMP jalur afirmasi yaitu:

a.ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang
menjelaskan telah lulus dan menyelesaikan kelas 6
(enam) SD sederajat;

b. akta kelahiran;

c. KK;

d. terdaftar dalam program penanganan keluarga tidak
mampu dari pemerintah pusat atau Pemerintah
Daerah antara lain:

. Kartu Indonesia Pintar (KIP);

. Program Keluarga Harapan (PKH);

. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);

. Kartu Perlindungan Sosial (KPS);

.Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

g A W N =

dan/atau
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6. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN)
dan/ atau sejenisnya.

e. nilai rata-rata rapor SD kelas IV semester 1 (satu)
sampai kelas VI semester 1 (satu), nilai ujian tertulis,
dan /atau nilai ujian dan piagam/sertifikat hasil
kejuaraan atau penghargaan di bidang akademik
maupun non-akademik (bila memiliki).

(6) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) yang diunggah saat mendaftar SPMB daring adalah:

a. calon Murid baru yang telah terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasioanl (DTSEN) dengan
mengunggah dokumen sebagaimana pada ayat (5)
huruf e;

b. calon Murid baru yang tidak terdaftar dalam Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)/ Data Tunggal
Sosial dan Ekonomi Nasioanl (DTSEN) mengunggah
dokumen sebagaimana pada ayat (5) hurufd dan e.

(7) Dokumen pendaftaran SPMB SMP Jalur Mutasi tugas
orang tua yaitu:

a.ijazah SD/sederajat atau dokumen lain yang
menjelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD;

b. akta kelahiran;

c. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau
perusahaan yang mempekerjakan;

d. Calon Murid baru yang merupakan anak guru
dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala
Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan
melampirkan surat keputusan/ penugasan dari
pejabat yang berwenang;

e. KK; dan

f. nilai rata-rata rapor SD kelas IV semester 1 (satu)
sampai kelas VI semester 1 (satu), dan /atau nilai ujian
dan  piagam/sertifikat  hasil kejuaraan  atau
penghargaan di bidang akademik maupun non-

akademik (bila memiliki).
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(8) Dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(7) yang diunggah saat mendaftar SPMB daring adalah

dokumen sebagaimana pada ayat (7) hurufc, d, e, f.

(9) Dokumen asli dan/atau dokumen persyaratan lain yang

(10)

tidak diunggah disimpan oleh calon Murid baru dan

diserahkan ke Satuan Pendidikan menurut mekanisme

yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan setelah calon

Murid baru dinyatakan diterima.

a.

Cara pendaftaran SPMB SMP daring terpadu:
calon Murid baru menyiapkan berkas persyaratan

sesuai jalur yang akan diikuti;

. calon Murid baru mengakses laman situs SPMB Online

Dinas;

. calon Murid baru melakukan aktivasi/ membuat akun

untuk pendaftaran SPMB secara daring;

. calon Murid baru mengunggah/upload dokumen yang

diperpersyaratkan yang harus diunggah;

.calon Murid baru mengisi formulir (daring) dan

memilih maksimal 3 (tiga) Satuan Pendidikan tujuan
urut sesuai prioritas pilihan;
calon Murid baru menyimpan dan atau mencetak

tanda bukti pendaftaran;

. operator Satuan Pendidikan melakukan verifikasi

pendaftaran dan dokumen secara daring;

.calon Murid baru melihat hasil seleksi dan

pengumuman secara daring di laman situs SPMB

daring Dinas; dan

. Jurnal dan hasil seleksi dapat dilihat pada sistem

aplikasi SPMB dengan nomor peserta SPMB.

(11)Satuan Pendidikan asal (SD dan MI) dapat membantu

proses pendaftaran daring lulusannya sesuai Satuan

Pendidikan yang dituju calon Murid baru.
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(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 4
Perubahan Jalur/Pilihan SPMB

Pasal 21
Calon Murid baru dapat melakukan perubahan
jalur/pilihan Satuan Pendidikan  setelah mendaftar
dengan cara mengajukan perubahan ke Satuan
Pendidikan pilihan ke 1 (satu) saat mendaftar.
Kesempatan mengubah jalur/pilihan Satuan Pendidikan
sebagaimana ayat (1) dilakukan satu kali dan dilakukan

paling akhir 1 (satu) hari sebelum pendaftaran ditutup.

BAB IV
SELEKSI

Bagian Kesatu

Jenjang SD

Pasal 22
Apabila jumlah pendaftar calon Murid baru dalam satu
Satuan Pendidikan kurang atau sama dengan Daya
Tampung maka calon Murid baru pendaftar diterima
semua.
Apabila calon Murid baru berdomisili dalam satu Rukun
Tangga (RT) dan Rukun Tangga (RT) yang berbatasan
dengan alamat Satuan Pendidikan yang dituju maka
langsung diterima dengan memperhatikan kuota Daya
Tampung.
Apabila pendaftar calon Murid baru dalam satu Satuan
Pendidikan melalui Jalur Domisili, Afirmasi, atau
Mutasi tugas orang tua/wali melebihi Daya Tampung,
maka dilakukan seleksi dengan mempertimbangkan
kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
a. pilihan Satuan Pendidikan urut dari pilihan pertama;
b. usia yang lebih tua; dan
c. jika usia calon Murid baru sebagaimana dimaksud

pada huruf a sama maka penentuan calon Murid baru
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